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Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. |, yang telah
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab vyang dipakai dalam
penulisan penulisan skripsi ini berpedoman pada “Penulisan::l'ransliterasi Arab
Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No.
0543/B/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab Nama Latin Keterangan
| Alif - | :I'idak di lambangkan
- Ba B .
< Ta T = -
< Sz S S dengan titik di atas
& Jim J <
z Hz H H dengan titik di bawah
& Kha Kh :
5 Dal D
> 25 Z Z dengan titik di atas
Y Fa R
5 2ai Z
U Sin S
U Suin Y
u® Saad 5 S dengan titik di bawah
o Dad D D dengan titik i bawah

e N s
{ P:PH UST r\i‘\ﬁf—gr\l
' ‘A"JS..HA”V“LIJAL;A




-
)
.—;

T dengan titik di bawah

L Za VA "Z dengan titik di bawah
¥ ‘Ain ‘ Koma terbalik, tapi dapat diganti
dengan apostrof
E’_ Gain G -
o Fa o -
S Qaf Q -
4 Kaf K -
J Lam L ;
¢ Mim "M -
O Nin N .
3 Wawu w .
o Ha H -
¢ Hamzah ! Apostrof
Y .

< Ya

Il. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
o -1::3-& ditulis Muta‘aqqidain
o3& ditulis ‘lddah
Ill. Ta' marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis H
A ditulis Hibah
4L e ditdlis Jizyzh
| ( Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-ke.ta Arab yang sudah
diserep ke dalam Bzhasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila“ |
dixchendaki lafal 2slinya).
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2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.
:Ul 4axi ditulis Ni'matullah
A 38 ditulis Zakatul-Fitr,

IV. Vokal pendek

<
Ve

ul (Fathah) ditulis A —> |25 . Teula
(Kasrab) itulis] —> T3 Faila

-~

B 7
- 5 + (Dammah) ditulis U —» d.a_s : Taula
V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis A
b ditulis Jahiligyah
2. Fathah + Ya’ mati ditulis A

™ ditulis Yas'a
3. Kasrah + Ya' mafi ditulis | ‘

“=>~  ditulis Majid

4. Dammah + Wawu maﬁ , dirulis U
P2 ditulis Furad

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis Ai

(.L ditulis Bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au

d 4 ditulis Qaul

Vi Vokal-vokal pendex veng oerurutan dalam saty kata, dipisahkan dengan

apostrof.

1]
r_-;n ditulis A'antum

el ditlie Ui

r_; G 5 U:“ ditulis L="in syakarum



V1. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis Al-
ST,E-“ ditulis Al-Qur’'an
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilang'kan huruf L-nya. '
L ditulis As-samd. .
IX. Hunif besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.
Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

P ,5-“ S 9> ditulis Zawil-furtd atau Zawi al-furlid
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang sebagai sumber daya yang sangat penting dalam penggunaannya sering
diman;'aatka.n sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Penggunaan kekuasaan
uang (money power) memang diperbolehkan, namun tidak berarti sesuatu yang
diperbolehkan itu dilakukan dengan semena-mena dan melanggar prinsip keadilan.
Karena itu dalam penggunaannya diperlukan pembatasan. Hal ini meliputi batasan
etika, hukum dan politik.")

Sebagai misal dalam pemilihan umum yang pada dasamya merupakan upaya
perwujudan demokrasi rakyat menuju kedaulatan rakyat, dalam pelaksanaan ternyata
dicemari dengan adanya praktik-praktik yang tidak terpuji, salah satunya adanya
praktik money politics. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang jujur dan
adil (jurdil) serta langsung, umum bebas dan rahasia hanya merupakan sebuah
harapan dan cita-cita yang sulit terwujud. Penggunaan uang sebagai media untuk
meraih kekuasaan menjadi salah satu instrumen utama dalam meraih tujuan tersebut.

Praktik money politics ini kembali merebak ke permukaan setelah adanya
investigasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi pemantau pemilu seperti KIPP,

UNFREL, Forum Rektor dan sebagainya yang menemukan adanya praktik-praktik

'Y Eep Saefulah Fatah, * Kekuasaan Uang’, FORUM Keadilan, No. 22, (5 Beptember 1599),
him. 84,
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tidak sehat yang dilakukan oleh beberapa partai politik menjelang pemilihan umum
di Indonesia 1999. Namun demikian fenomena morey politics ini hanya bisa
dirasakan akan tetapi sulit untuk dibuktikan Bagaikan sebuah gunung es di tengah
last yang hanya dapat dilihat pucuknya saja, akan tetapi eksistensi secara
keselurnhannya tidak pernah diketahui. Sehingga kasus semacam ini dari pemilihan
umum satu ke pemilihan umum berii(utnya belum ada yang sampai ke pengadilan.
Hal tersebut di atas disebabkan, pertama, perlu dijelaskan morey politics
bukanlah merupakan istilah hukum, melainkan istilah politik. Sehingga tidak
mengherankan jika sampai saat ini belum pernah ada kasus hukum yang secara
eksplisit menyebutkan kasus money politics. Kedua, pengertian money politics yang
ada dalam benak orang awam berbeda dengan pengertian monrey politics dalam
terminologi hukum.’)  Akibatnya perbedaan persepsi tersebut menimbulkan
pengklarifikasian masalah menjadi tidak jelas. Kesulitan untuk mengambil persepsi
yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat juga menyulitkan. Misalnya saja
mantan Menteri Agama Malik Fadjar tidak mau secara tegas mengatakan bahwa
hukum praktik money politics itu haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya
dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini. Seperti yang telah
dikutip oleh tabloid Tekad, sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan sebagai berikut

“Saya kira, kita tidak bisa mengatakan kategori sogok, karena money politics itu

2y Eddy OS Hiariej, * Money Politics dalam Perspektif Hukum Pidana®, Kedaulatan Rakyat,
(Sabtu, 5 Juni 1999), him. 6.



dalam konteks politik, seperti dalam pemilihan lurah desa. Dalam pemilihan kan ada
hal-hal seperti itu.”)

Lain halnya dengan Azyumardi Azra, ia mengatakan bahwa money politics
ditinjau dari hukum Islam adalah sogok atau suap, namun ia menolak bahwa
hukumnya haram. Lebih lanjut ia mengatakan money politics kadarnya lebih rendah
dari sogok, tapi pada dasamya sama saja. Seperti pembagian sembako menurutnya
sogok menyogok juga Tapi dalam bentuk yang tidak eksplisit. Jadi ada kedoknya,
ada kamuflasenya. Karena itu kadamya lebih rendah dari sogok menyogok dalam
pengertian yang literal.)

Menurut Rusjdi Hamka praktik morey politics tidak berbeda dengan suap,
karena itu hukumnya haram. Dalam hal imi Rusjdi Hamka agak lebih tegas
mengatakan hukumnya Pendapat tentang praktik money politics juga datang dari
Anis Matta, menurutnya praktik politis dengan tujuan untuk membeli suara itu
hukumnya haram, bukan saja praktik semacam ini sama dengan sogok, tapi cara-cara
kotor semacam ini akan melahirkan tiga hal yang negatif Pertama, membuat proses
pengambilan keputusan seseorang menjadi tidak jujur. Kedua, tidak mendidik
masyarakat dalam proses demokratisasi. Ketiga, pilthan politik ini tidak bisa

dianggap sebagai pilihan politik semata, tapi juga ekspresi keimanan seseorang.”)

* Indra Ismawan, Money Politics; Pernganéh Uang dalam Pemilu, (Yogyakarta: Media
Pressindo, 1999), hlm. 1-2.

Y Azyumardi Azra, “ Lebih Rendah Ketimbang Haram, Tekad, No. 17/Tahun 1. (22-28
Februari 1999), him. 22.
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Sementara itu ada beberapa kalangan yang menganggap praktik morey politics
adalah wajar dan lazim dipergunakan, seperti yang dikatakan Indria Samego bahwa :

Money politics merupakan sebuah cara yang lazim digunakan siapapun di
dalam memperjuangkan kepentingan politiknya. Baik pribadi maupun
kelompok sering memanfaatkan berbagai medium untuk mempengaruhi
orang lain, baik dengan cara-cara persuasive maupun coersive. Terutama
dalam masyarakat yang sedang berkembang, bila cara-cara pertama
mengalami kegagalan biasanya digunakan cara kedua. Selagi hukum belum
dijadikan “panglima” dalam perubahan sosial. Kedua metode politik tersebut
dengan mudah dapat dijumpai dalam kehidupan politik sehari-hari. Ditambah
lagi dengan belum dewasanya sikap politik masyarakat, upaya mencari
dukungan dan simpati tidaklah dapat berjalan hanya berdasarkan janji politik
para elit, melainkan harus ditebus dengan sumberdaya yang lebih konknit
sifatnya. Dalam hal ini, vang sering dijadikan instrumen utama dari metode
persuasive. Sementara metode coersive ditunjukkan lewat teror atau politik
kekerasan (violence). )

Senada dengan Indria Samego, Afan Gaffar menganggap bahwa soal bagi-
bagi uang dalam pemilihan umum adalah wajar, seperti halnya pembagian uang
kepada warga desa oleh seorang calon kepala desa untuk membeli suara warga yang
bersangkutan. Karena menurutnya politik dan vang tidak dapat dipisahkan, politik
identik dengan kekuasaan, dan salah satu sumber kekuasaan adalah uang.’)

Untuk menentukan bahwa sebuah partai politik telah melakukan praktik
money politics dalam pemilihan umum di Indonesia sangat sulit sekali. Apalagi
sampai pada penjatuhan pidana maupun pendiskualitikasian dari pemilihan umum.
Hal ini disebabkan karena, pertama, kurang jelasnya batasan money politics itu

sendiri, sebagai misal pembagian uang sembako, kegiatan bakti sosial dan

6) Indria Samego, “Money Politics”, Repubidika, (Jurn’at, 14 Mei 1999, hilm. €.

"y Afan Gaffar, “Politik dan Uang tidak Bisa Dipisahkan”, Bidik, (Rabu, 24 Februari 1999),
him. 2.



sebagainya yang menggunakan atribut partai belum bisa dicap sebagai praktik money
politics. Sehingga hampir sulit dibedakan antara money politics, sedekah atau
kegiatan bakti sosial. Menurut Sam Soeharto kalau yang dimaksud money politics
adalah pemberian dalam bentuk uang atau materi dengan tujuan agar seorang mau
memilih partai tertentu bukankah menjadi naif sekali, karena hal ini masih jauh dari
realitas®) Karena saat ini makin sulit mengharapkan masyarakat memiliki ikatan
emosional atan ikatan primordial yang kental, sehingga sulit mereka mau berkorban
tanpa imbalan apapun. Kedua, ketentuan hukum yang terdapat di dalam Undang-
undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-undang No. 3 Tahun
1999 tentang Pemilihan Umum kurang begitu tegas. Sehingga berakibat kurang
ditegakkannya hukum yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut.

Dalam konteks politik, barangkali money politics merupakan sesuatu yang
lazim digunakan oleh seseorang. Namun dalam konteks hukum, money politics
adalah perbuatan yang dilarang dan ada sanksi hukumnya. Misalnya saja pembelian
suara dalam pemilihan kepala desa. Dalam proses pemilihan kepala desa, pembelian
suara adalah lazim dipergunakan oleh seorang calon kepala desa Padahal secara
hukum calon kepala desa tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan,
karena telah melakukan praktik suap. Sehingga tidak mengherankan apabila praktik
pembelian suara ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dilihat dari kaca mata

hukum pidana Islam pun monrey politics jelas merupakan perbuatan yang dilarang

®) Sam Soeharto, * Apa Batasan Money Politics itu ?”, Jawa Pos, (20 Mei 1999), hlm. 14,



Karena money politics merupakan bentuk dari praktik suap (risywah). Sedangkan
suap (risywah) adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama

Berangkat dari premis tersebut di atas, jelas bahwa money politics
merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji. Apalagi dilihat dengan kaca
mata hukum pidana maupun hukum pidana Islam Walaupun pada dasamya money
politics merupakan masalah politik akan tetapi masalah tersebut tidak terlepas dari
aspek-aspek normatif Dalam hal ini penyusun ingin membahas money politics dalam

perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat
dirumuskan masalah yang akan dijadikan obyek penelitian dalam penyusunan skripsi
ini adalah sebagai berikut :
1. Apa pengertian money politics itu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap praktik
money politics 7

3. Di manakah letak persamaan dan perbedaan kedua tinjauan hukum tersebut ?

C.Tujuan dan Kegunaan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengertian morey politics



“

2. Menggambarkan praktik money politics dalam tinjavan hukum pidana dan hukum
pidana Islam serta menjelaskan persamaan dan perbedaan kedua tinjanan hukum
tersebut.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan akan memberi jawaban terhadap polemik vang terjadi di dalam
masyarakat mengenai money politics.

2. Diharapkan akan menambah khasanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus

menjadi sumbangan bagi pemerhati dan peneliti hukum.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut
di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang lebih relevan
terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat diketahui posisi
penyusun dalam melakukan penelitian.

Sebenarnya sudah banyak tulisan yang membahas mengenai morey politics ini,
namun mayoritas pembahasannya masih sebatas artikel di koran, tabloid ataupun
majalah. Sejauh ini memang baru ada sebuah buku yang membahas secara khusus
tentang money politics, yang pembahasannya belum secara khusus membahas aspek-
aspek hukum dani praktik morey politics. Buku tersebut berjudul AMorey Politics;
Pengaruh Uang dalam Pemilu, karya Indra Ismawan. Buku ini membahas tentang
dimensi-dimensi money politics, termasuk perbedaannya dengan political financing.

Lebih dari itu buku ini juga mengulas tentang prakondisi dan modus-modus



terjadinya praktik morey politics, juga pengaruh uang dalam pemilihan umum
modern.’) Sementara itu Abu Abdul Halim Ahmad S. dalam karyanya Suap
Dampak dan Bahayarya; Tinjauan Syar’i dan Sosial, berupaya menjelaskan hakekat
suap (risywah), penyebab dan upaya penghancurannya serta tinjauan suap (risywah)
dari figh Islam.'°) Djoko Prakoso, dalam bukunya Tindak Pidana Pemilu, mencoba
meguraikan tentang bentuk dan sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya
mengenai dewan legislatif, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang mencakup tugas
dan wewenang, personalia/keanggotaan dan hak-haknya Selanjutnya buku ini
membahas tentang tindak pidana pemilu yang mencakup pengertian pidana pada
umumnya, serta hal-hal yang dapat dipidana berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
Kemudian tentang cara-cara penangkalan tindak pidana pemilu melalui peningkatan
kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat.'') Dalam bentuk yang lain K.
Wantjik Saleh dalam bukunya Tindak Pidana Xorupsi dan Suap, mencoba mengupas
masalah korupsi yang merupakan masalah besar dan ruwet yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia Selain itm buku ini juga membahas tentang suap, namun
pembahasan mengenai suap kurang begitu mendalam. Karena yang dibahas hanya

sekitar terciptanya Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

9) Indra Ismawan, Adoney Politics , him. 10 — 53.

19) Abu Abdul Halim Ahmad S., Suap Dampak dart Bahayanya, Tinjauan Syar’i den Sosiad,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), him. 8.

'y Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu, cet. ke- 1, (Jakarta: Rajawali, 1987), hirn, 4-5.



(LN tahun 1980 No. 58), yang bermula dari adanya peristiwa penyuapan di kalangan
olah raga (dalam hal ini sepak bola).'?)

Di samping itu ada juga buku yang berjudul Korupsi Politik penyunting
Mochtar Lubis dan James C. Scott, yang merupakan kumpulan karangan yang
terhimpun dari berbagai pandangan dan pengalaman korupsi politik. Di antaranya
ada penulis yang menekankan pada contoh nyata praktik-praktik korupsi politik yang
banyak merajalela dan jelas-jelas merusak moral bangsa di negara-negara
berkembang. Juga ada penulis yang menguraikan berbagai perspektif atas persepsi
tentang korupsi, seperti menyogok disebutnya merupakan teknik korupsi yang sering
digunakan. ")

Selain buku-buku yang tersebut di atas, ada juga bebrapa artikel tentang money
politics di antaranya yang berjudul “Money Politics dalam Perspektif Hukum
Pidana”, oleh Eddy OS Hiariej. Dalam artikel ini dikemukakan tentang tinjanan
hukum pidana terhadap praktik money politics , yang menurutnya sangat sulit sekali
menjerat pelaku praktik money politics dengan aturan-aturan hukum yang ada

Sehingga belum ada satu pun kasus tentang praktik money politics yang pernah

disidik apalagi sampai pengadilan.'*)

12y K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsidan Suap, cet. ke- 5, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), him. 79.

13y Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed.), Kongpsi Folitik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
1990), hlm. vii.

14y Eddy OS Hiariej, “Money Politics., hlm. 6.
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Sementara itu tabloid Bidik mengupas tentang petak umpet politik vang. Yang
di dalamnya berisi beberapa pendapat tentang politik uang. Di antaranya wawancara
dengan Afan Gaffar yang mengatakan bahwa antara politik dan uang tidak dapat
dipisahkan, bahkan ada yang menyebutkan bahwa salah satu dari sumber kekuasaan
adalah uang. Dan politik itu identik dengan kekuasaan. Menurutnya soal membagi-
bagi uang adalah wajar. Lain halnya wawancara tabloid Bidik dengan Sunyoto
Usman (Sosiolog UGM), yang mengatakan bahwa fenomena yang melatarbelakangi
munculnya praktik morey politics adalah budaya korupsi yang sudah merambah
hampir di seluruh sektor masyarakat Indonesia, sehingga akan sulit diberantas.'”)

Masih banyak lagi artikel dalam koran yang membahas money politics im,
seperti tulisan Indria Samego vang berjudul “ Money Politics”, yang mengatakan
bahwa praktik money politics ini bukanlah monopoli partai Golkar akan tetapi praktik
semacam ini merupakan sebuah cara yang lazim digunakan siapapun dalam
memperjuangkan kepentingan politiknya. Karena dalam memperjuangkan politiknya
seseorang atau kelompok dapat menggunakan cara persuasive maupun coersive.
Sementara Sam Soeharto dalam tulisannya vang berjudul “Apa Batasan Money
Politics itu ?°, mengatakan bahwa yang harus ditentang bukan bentuk-bentuk morey
politics akan tetapi intimidasi yaitu tekanan atan paksaan untuk memilih suatu partai,
dan tidak boleh yang lain, baik yang dilakukan seseorang, pejabat, atau intimidasi

massa. Menurut pendapatnya money politics jelas menyenangkan dan membantu

l:’) “Petak Umpet Politik Uang” , Bidik, (Rabu, 24 Februari 1999), hlm. 1 — 3.
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masyarakat. Karenanya yang perlu disosialisasikan adalah rakyat bebas memilih dan
tidak ada seorang pun ayang tahu apa yang mereka pilih di bilik suara '°)

Dengan demikian, dari beberapa tulisan baik yang berbentuk buku atau artkel-
artikel yang tersebut di atas, nampaknya belum ada yang membahas tentang money

politics secara khusus dalam tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam. §

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya tujuan dibuatnya aturan-aturan hukum adalah untuk menjaga
ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini mas/afa# merupakan
unsur esensial bagi tujuan dibuatnya hukum.'”) Sehingga apabila ada suatu perbuatan
yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dikategorikan
sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Namun demikian tidak semua perbuatan
yang mengganggu ketertiban dan ketetraman masyarakat dapat dikatakan sebagai
perbuatan yang melanggar hukum apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana.

Di antara unsur-unsur pidana adalah adanya ketentuan yang mengatur
dilarangnya suatu perbuatan. Ketentuan tersebut dalam hukum pidana terdapat
.dalam KUHP pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana

melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada

16y Sam Soeharto, “Apa Batagan., hlm 14,

l?) Muhammad Khalid Mas’ud, Filsefat Hoaon Ikiam dan Pendbahan Scsial, alih bahasa
Yudhian W. Asmin, (Surabaya: AL-IKHLAS, 1995), hlm. 227,
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sebelum perbuatan itu terjadi.” '*) yang selanjutnya ketentuan semacam ini disebut
dengan “asas legalitas” (principle of legality).)

Salah satu aturan pokok yang sangat penting dalam syari’at Islam ialah aturan
yang berbunyi : “Sebelum ada nas (ketentuan), tidak ada hukuman bagi perbuatan
orang-orang yang berakal sehat” (/@ hukma li af°ali al-ugal@’ gabla wurid an-nassi).
Karena pada dasarnya hukum asal sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat bukti yang

mengharamkannya

P P P T (Y R R

Praktik morey politics dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar
hukum, karena praktik semacam ini hampir mirip dengan suap, bahkan dalam kasus
tertentu money politics sama dengan suap. Hanya istilahnya saja yang mungkin
berbeda. Tentang masalah suap menyuap di Indonesia diatur dalam Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1980, tentang Tindak Pidana Suap, dalam penjelasan Undang-
undang tersebut disebutkan bahwa perbuatan suap menvuap dalam pelbagai bentuk

dan sifatnya perlu dilarang *')

'®) R. Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), him. 5.
%) Moelyatno, Asas-asas Hdaon Pidawa, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), him. 23,

%) Jalal ad-Din Abd ar-Rahman AbT Bakr as-SuyWti, al-Asybah wa an-Nazair fi ai-FRaid’,
(Bairiit: Dar al Fikri, tt.), hlm. 43,

) K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Konupsi dan Suap, cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), him. 109.

PE!—?P“"JJ:\[{ A AN
FAIN SUNAN KALIJAG A
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Seperti yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya, praktik morey politics
dapat terjadi di seluruh sektor masyarakat. Sehingga bentuknya pun bisa bermacam-
macam, misalnya saja money politics dalam pemilihan umum atau pemungutan
suara. Mengenai perbuatan suap-menyuap dalam pemungutan suara (pemilihan
umum) di Indonesia sudah ada yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum pasal 73 ayat 3 yang berbunyi :

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan umum menurut undang-
undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang
itu tidak menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman
penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana ini dikenakan juga ke?ada pemilih
yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.*’)

Menurut Piers Beim dan James Messerschimt, sebagaimana yang telah dikutip
oleh Eddy OS Hiariej, bahwa money politics tidaklah dapat dipisahkan dari keempat
tipe korupsi yang dikenal :

Pertama, political bribery, yakmi termasuk kegiatan dewan legislatif sebagai
badan pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan suatu
kepentingan. Karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum
sering berkaitan dengan aktifitas industriawan dan usahawan perdagangan,
dengan harapan anggota-anggotanya yang duduk di parlemen dapat membuat
aturan yang menguntungkan mereka.

Kedua, political kickback, yakm kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha
yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak
yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya pemberian kredit kepada
pengusaha, penaksir pajak dan lain sebagainya

Ketiga, election fraud, yakni yang berkaitan langsung dengan kecurangan-
kecurangan pada saat pemilihan umum seperti pemalsuvan administrasi calon
anggota legislatif, kecurangan pada saat penghitungan suara. memberikan
sesuatu untuk mempengaruhi melaksanakan hak pilih yang semuanya itu

2y Undang-wndang Republik donesia Tamun 1999 Tentang PARPOL dan PEMILU,
(Semarang, Aneka Ilmu, 1999), him. 68.
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berkaiatan dengan uwang atau sesuatu imbalan, termasuk di dalamnya
menjanjikan atan mengiming-imingi sesuatu.

Keempat, corrupt campaign practies, yakm praktik-praktik kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara maupun uang negara Dalam tipe ini biasanya
berkaitan langsung dengan calon anggota legislatif agar dapat dipilih melalu
daerah pemilihannya. Sehingga tidak jarang calon tersebut mengadakan kolusi
dengan perusahaan-perusahaan setempat yang membiayainya kampanye
dengan suatu imbalan manakala ia terpilih. )

Dengan demikian apabila praktik morey politics termasuk dalam kategori
korupsi, maka praktik tersebut juga termasuk suatu perbuatan yang melanggar
hukum, karena masalah korupsi sudah diatur dalam undang-undang , yaitu UU No. 3
Tahun 1971; LN 1971 No. 19 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Islam ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan
dalam rangka menegakkan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, harta,
akal dan keturunan.’’) Dalam hal ini suap atau sogok dapat membahayakan keutuhan
kelima unsur pokok tersebut. Karenanya dampak negatif yang ditimbulkan suap atau
sogok ini sangat besar sekali.

Risywah (suap) termasuk kasus kriminal yang butuh solusi dan wajib
didiagnosa dan ditanggulangi. Karena merupakan penyakit kronis, kanker yang
mematikan dan menghancurkan tatanan serta norma sosial. Risywa/ juga bentuk
kriminal {(jarimah) yang sanksinya tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT.
dalam al-Qur’an maupun Rasulullah dalam sunnahnya. Jika suatu pelanggaran tidak

ditentukan oleh Allah atau rasul-Nya, maka sanksinya berupa ta’zir, yaitu hukuman

3y Eddy O.8S. Hiariej,”Money.Politics., him. 4.
2y Asy-Syatibi, Al-Minafagat fT Usid asy-Syari‘ah, (Bairt: Dar al-Fikr, t.), II: 10.



atau sanksi berdasarkan kebijaksanaan hakim (pengadilan).”’) Aturan Islam tentang
praktik suap atau sogok (risywah) terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh

Ibn Majah dari Abdullah ibn Amr ra. berkata :

2 .5 P ¥
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Suap ataun sogok sering terjadi di peradilan, namun dalam praktiknya suap atau
sogok tidak hanya terdapat dalam masalah peradilan saja, akan tetapi sudah merata
ke seluruh sektor kehidupan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Aziz
Khauli bahwa suap itu dapat tercampur aduk dengan pemberian yang dipinjamkan
tetapi hakekatnya ia berwujud hadiah atau sesuatu yang diharapkan dalam jual beli
dan atan berewujud pembebasan hutang dan semisalnya . Karenanya suap dalam
wujud apapun tetap dikatakan suap.”) Dimanapun tempatnya suap digolongkan

sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum.*)

25y Abu Abdul Halim Ahmad 8., Suap Dampak, him. 49.

2 Ibn - Majeh, Swnan brn Mdjah, “12 Abwab al-Ahkam®, “2. Bab at-Tagliz fi al-Khifi wa ar-
Risywah”, (Bairiit: Dar al-Fikr, tt.), II: 49, hadis nomor 2350. Hadis dari Abdullah ibn Amr. Ada
beberapa kitab hadis yang meriwayatkan hadis ini diantaranya Abu Isa Muhammad ibnIs@ ibn Saurah,
al-Jami’ as-Sakith wakeewa Swian at-Tirmizi” 13, Kitab al-Ahkam “" 9. Bab Ma j7 a T ar-RasyT wa al-
Murtasyi ﬁ'al-Hukrm (Makkah: Maktabah at-Tijariyah, tt.), II: 623, hadis nomcr 1337. Menurut
Abu Isa hadis ini hasan salu"h Sedangkan Abl Dawud dalam kitab Suman 46T Dawid, “Kitab al-
Aqdiyah”, “Bab fi Kerahiyyah er-Risywah” , (Bair0t: Dér al-Fikr, tt.), TI: 291, hadis nomor 3580. Juga
Imém Ahmad ibn Hanbal dalam Misrad al-snam Ibn Hmbal, “al-Faglu as- -Salis fT al-Adab al-
Ahkam”, “ Bab a.r-Risywah" cet, 3, (Bairit: Dar al-Fikr, 19’?9) I 200.

27y Muhammad Abd al-Aziz Khaull, al-Adab afrNabawi, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-
Kubra, 1964), him. 301.

%) Indra Ismawan, “Bahaya Money Politics Bagi Pemnilu Luber-Jurdil", makalah disampaikan
pada diskusi dan peluncuran buku Money Politics ; Pengaruh Uang dalam Pemilhu di auditorium LIP,
Yogyakarta, (4 Mei 1999), him. 4.
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Abdul Aziz mengatakan bahwa suap (risywah) adalah perbuatan yang
diharamkan berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah®) Dalam bahasan selanjutnya ia
menyebutkan bahwa dalam suap menyuap terdapat dua hal besar yang merusak,
yaitu: pertama, membatalkan hukuman. Kedua, memakan harta yang haram, yang di
dalamnya terdapat unsur pelanggaran, yaitu meninggalkan perkara wajib dan ~
mengerjakan sesuatu yang diharamkan (dilarang).™)

Walupun pada dasamya dalam money politics, suap (sogok) dan perbuatan
sejenisnya terdapat kemaslahatan, namun kemaslahatan tersebut hanya kemaslahatan
kedua belah pihak, yaitu pihak penyuap dan pihak penerima suap, tanpa
memperhatikan kemaslahatan umum. Padahal akibat negatif yang ditimbulkan money
politics sangat besar sekali. Oleh karena itu menolak kerusakan itu lebih diutamakan

daripada mencari kemaslahatan Ada sebuah kaidah yang berbunyi :

I o (S P Py 1 PO PR | P

Maka apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maslahah yang

didahulukan adalah menolak mafsadahnya

Yy Abd al-Aziz Amir, at-Ta Zir fT asy-Syari‘ah al-Eklamiyah, (Bairit: Dar al-Fikr al-Arabi,
1969), hlm. 265.

1y Bid, him. 266.
Y Jalal ad-Din Abd ar-Rahman Abi Bakr as-Suyuti, al-Asybah., him. 62.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
kepustakaan (library research) dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber
yang berkaitan pokok bahasan, berupa aturan perundang-undangan, kitab-kitab
fiqih, hadis dan buku-buku lain yang representatif dengan topik bahasan.

2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
deskriptif-analitik, dengan menelaah dan menjelaskan masalah yang ada dalam
pokok pembahasan, kemudian menganalisa permasalahan sehingga masalah
menjadi jelas.

3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif, yaifu suatu pendekatan yang melihat bagaimana suatu penegakan hukum
terhadap suatu fenomena pelaksanaan hukum dan akibat yang ditimbulkan dari
hukum tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dapat dikumpulkan dari penelitian ini adalah :
a Adanya perbedaan pendapat mengenai batasan morey politics, sehingga para

ahli hukum kesulitan dalam menentukan hukumnya.
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b. Money politics merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum
pidana dan hukum pidana Islam.
Data tersebut di atas diambil dari sumber data primer, berupa sumber-sumber yang
memuat tentang money politics yaitu :
a. Buku Money Politics; Pengaruh Uang dalam Pemilu karya Indra Ismawan,
b. KUHP, Undang-Undang No. 2 dan No. 3 tahun 1999 tentang PARPOL dan
PEMILU dan at-TasyrT” al~Jind@ Tal-I1slanT karya Abd al-Qadir ‘Audah.
Sedangkan sumber data sekundernya antara lain : Asas-Asas Hukum Pidana Islam
karya A. Hanafi, Figh Jinayah karya A.Djazuli, Menyingkap Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme di Indonesia karya Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti
(pengh.),
5. Analisa Data
Dalam analisa data digunakan metode deduktif, dengan pola berpikir yang
bermula dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diaplikasikan kepada hal-hal
yang bersifat khusus, setelah terlebih dahulu ditentukan beberapa kriteria tertentu.
Di samping itu digunakan juga metode komparatif, dengan membandingkan data-
data yang diperoleh Sehingga dapat diketahui letak persamaan dan
perbedaannya.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan supaya dapat
dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika

sebagai berikut :
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Skripsi imi tersusun menjadi lima bab, bab pertama merupakan pendahuluan

yang pada dasarnya merupakan penjelasan awal terhadap garis besar (out lire) dari
skripsi ini, pada bab ini dijabarkan antara lain latarbelakang masalah, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum mengenal lebih jauh tentang morey politics, terlebih
dahulu harus diketahui pengertian money politics, selanjutnya perlu diketahui juga
bentuk-bentuknya, faktor-faktor penyebabnya serta akibat yang ditimbulkan dari
praktik money politics tersebut. Bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah
pertama.

Bab ketiga, setelah diketahui apa itu money politics, pada bab ini penyusun
mencoba melakukan tinjanan terhadap praktik morey politics dengan hukum pidana
dan hukum pidana Islam. Bab ini meliputi pembahasan terhadap unsur-unsur pidana
dan hukuman baik yang terdapat dalam hukum pidana maupun dalam hukum pidana
Islam. Bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang kedua

Bab keempat, pada bab ini penyusun mencoba membandingkan untuk
mencari persamaan dan perbedaan antara tinjauan hukum pidana dan hukum pidana
Islam tentang money politics , yang kemudian penyusun mencoba menganalisanya.
Dan bab 1n1 merupakan jawaban dari pokok masalah ketiga.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dari bab II — IV dapat penyusun simpulkan sebagai

berikut : h

1. Money politics merupakan sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif politis
dengan menggunakan uang (atau segala bentuk yang diwujudkan dengan
memanfaatkan konverbilitas uang) yang bertujuan untuk mempengaruhi si
penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Praktik
semacam ini hampir sama dengan praktik suap yaitu memberikan sesuatu kepada
seseorang dengan maksud agar yang bersangkutan melakukan atau fidak
melakukan sesnatu yang biasanya berkaitan dengan jabatan atau profesi tertentu.

2. Money politics merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena money
politics sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam hukum pidana
dan telah memenuhi unsur-unsur jarimah yang terdapat dalam hukum pidana
Islam. Tidak saja praktik semacam inmi merupakan bentuk penyuapan akan tetapi
lebih dari itu, karena money politics menimbulkan dampak sangat besar sekali.
Pelaku money politics di Indonesia dapat dijerat dengan perangkat hukum yang
sudah ada Yaitu UU No. 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, KUHP
terutama pasal 209 dan 210 serta UU No. 2 dan 3 Tahun 1999 tentang PARPOL
dan PEMILU. Bagi penerima money politics apabila 1a adalah seorang pegawai

negeri dapat dikenakan sanksi dengan UU No. 3 Tahun 1971. LN 1971 No. 19
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Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam hukum pidana
Islam pelaku money politics dapat dikenakan hukuman fa 7.

3. Hukum pidana maupun hukum pidana Islam keduanya sama-sama melarang
praktik money politics. Keduanya hanya berbeda dalam hal unsur-unsur pidana dan
hukumannya. Tempat dan waktu dalam hukum pidana d;masukkan sebagal unsur
pidana, sedangkan dalam hukum pidana Islam tempat dan waktu tidak dimasukkan
sebagai unsur jarimah. Mengenai masalah hukuman, hukum pidana telah
menentukan batasan hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman denda serta
pencabutan  hak-hak tertentu (hukuman tambahan). Sedangkan dalam hukum

pidana Islam tidak ditentukan batasan hukuman, karena termasuk jarinah ta’zTr.

Sehingga dalam penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

B. Saran-saran

Money politics merupakan penyakit moral, sosial dan ekonomi yang
dengannya segala tatanan kehidupan bisa dijungkirbalikkan, yang salah menjadi
benar dan yang benar menjadi salah, yang sulit menjadi lancar dan yang lancar jadi
berbelit-belit. Penyusun menyarankan kepada para ahli dan cendekiawan hukum
hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut terhadap money politics ini, karena
masih banyak sekali aspek-aspek yang belum tersentuh dalam skripsi 1. Dan
penyusun juga menyarankan kepada pemerintah agar membuat peraturan perundang-

undangan vang khusus membahas tentang monrey politics.
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